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MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor SK.456/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016
TENTANG
PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI
SORONG KLAMONO, TERLETAK DI KOTA SORONG DAN KABUPATEN
SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT SELUAS + 2.990 (DUA RIBU SEMBILAN
RATUS SEMBILAN PULUH) HEKTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan,
Menteri mempunyai kewenangan menetapkan wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);

b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun
2015, penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam oleh Pemerintah dilakukan oleh unit
pengelola yang dibentuk oleh Menteri;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.783/Menhut-I1/2014 tanggal 22 September 2014, telah
ditetapkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi
Papua Barat, seluas + 9.713.137 (sembilan juta tujuh ratus
tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar, diantaranya
Taman Wisata Alam Sorong seluas + 1.081 (seribu delapan

puluh satu) hektar di Kota Sorong dan Taman Wisata Alam



Mengingat

s 1.

Klamono seluas + 1.909 (seribu sembilan ratus sembilan)

hektar di Kabupaten Sorong;

_bahwa berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor ND.409/KSDAE-
PIKA/2015 tanggal 30 November 2015, mengusulkan
Rancang Bangun 23 (dua puluh tiga) Kesatuan Pengelolaan
Hutan Konservasi (KPHK) non Taman Nasional, diantaranya

KPHK Sorong Klamono;

_bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Planologi

Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.364/PKTL/REN /
PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016, ditetapkan Arahan
Pencadangan pada 23 (dua puluh tiga) KPHK non Taman
Nasional, diantaranya Taman Wisata Alam Sorong seluas +
1.081 (seribu delapan puluh satu) hektar di Kota Sorong dan
Taman Wisata Alam Klamono seluas + 1.909 (seribu
sembilan ratus sembilan) hektar di Kabupaten Sorong,
Provinsi Papua Barat, sebagai KPHK Sorong Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi Sorong Klamono, di Kota Sorong dan Kabupaten
Sorong, Provinsi Papua Barat seluas + 2.990 (dua ribu

sembilan ratus sembilan puluh) hektar;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2004;

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;



10.

11.

12.

13.

14.

18

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan,;

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi

Tanah dan Air;

.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan;

.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-I11/2009
tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.783 /Menhut-
[I/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
Provinsi Papua Barat;

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.18/MenLHK-11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KESATU

KEDUA

TENTANG PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN KONSERVASI SORONG KLAMONO, TERLETAK DI
KOTA SORONG DAN KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA
BARAT SELUAS + 2.990 (DUA RIBU SEMBILAN RATUS
SEMBILAN PULUH) HEKTAR.

: Menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi

(KPHK) Sorong Klamono di Provinsi Papua Barat seluas + 2.990

(dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) hektar, terdiri dari:

a. Taman Wisata Alam Sorong seluas + 1.081 (seribu delapan
puluh satu) hektar di Kota Sorong;

b. Taman Wisata Alam Klamono seluas + 1.909 (seribu

sembilan ratus sembilan) hektar di Kabupaten Sorong.

- Batas dan luas wilayah KPHK Sorong Klamono sebagaimana

dimaksud dalam Amar KESATU, sesuai tergambar pada peta
Lampiran Keputusan ini dan bukan merupakan acuan status

dan fungsi kawasan hutan.



KETIGA : Wilayah KPHK Sorong Klamono sebagaimana dimaksud dalam

Amar KESATU agar dikelola secara lestari oleh unit organisasi
pengelola KPHK sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KRISNA RYA SITI NURBAYA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Dalam Negeri;

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;

. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;

. Gubernur Papua Barat;

. Walikota Sorong;

. Bupati Sorong;

. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;

. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari;

. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat.
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PETA PENETAPAN WILAYAH
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KOSERVASI (KP,

SORONG KLAMONO HK)
PROVINSI PAPUA BARAT

LUAS : + 2.990 HA

0 Skala 1: 250.000 5Cm

]

0 5 Km
u

i

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  : SK.456/Men1hk/Setjen/PIA,0/6/2016
TANGGAL : 17 Jwni 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

8!,;’ SITI NURBAYA

KETERANGAN :
® Ibukota Provinsi O Kampung
© Ibukota Kabupaten/Kota a Gunung
) Ibukota Kecamatan & Titik Tinggi

w7777  Batas Negara Jaringan Jalan
Sungai dan Anak Sungai

Danau/Waduk

Batas Provinsi - Sia—-
------------ - Batas Kabupaten Cpe
|l Wilayah KPHK

FUNGSI KAWASAN HUTAN:

Sy T i AT vt P o

: Hutan Produksi Yan
Hutan Lindung Dapat Dikonversi :
Hutan Produksi Terbatas Areal Penggunaan Lain

DASAR :

1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-1/2009, Pasal 13 ayat (4)
Tanggal 29 Januari 2009

SUMBER DATA :

1. Peta Penunjukan TWA Sorong melalui SK. 397/Kpts/Um/6/1981 tanggal
7 Mei 1981
2. Peta Penunjukan TWA Klamono melalui SK. 397/Kpts/Um/6/1981 tanggal
7 Mei 1981
3. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat skala
1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.783/Menhut-lI/
2014 tanggal 22 September 2014)
4. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000

Catatan :

1. Batas administrasi pemerintahan yang tergambar di atas peta
tidak sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan

2. Batas Wilayah KPH pada peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan
batas status dan atau fungsi kawasan hutan

3. Batas wilayah KPH dapat berubah menyesuaikan batas kawasan hutan
yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap
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